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Abstract. Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas Regulates the upstream and downstream business activities. 

Downstream business activities in the field of trade can be carried out after obtaining a business lecense 

from the government. This study appoint the issue of the sale fuel executed by the retailers under the 

trademark Pertamini that does not have permission from the government and there is still no criminal 

justice process. Moreaver, this research aims to; firstly, examine how the criminal justice process against 

fuel sales done by the retailers under the trademark Pertamini is associated with Law No. 22 of 2001 on Oil 

and Gas. Secondly, figure out how the implementation of commercial surveillance of Oil and Gas in 

downstream business activities of the retailers who use the brand Pertamini. I apply the research methods 

with normative juridical approach. The research method with data collection phase used is literary studies. 

The data implied in this study are primary legal materials and secondary legal materials. Afterwards, the 

data are used to describe the issues in the form of a synchronization of fact the occurred with the applicable 

legislation. According to the research, it is found that the enforcement of criminal law against the sale of 

fuel done by the retailers under the trademark Pertamini cannot be implemented as intended, since Law No. 

22 of 2001 on Oil and Gas has not been set on the distribution of fuel to the fuel retailers using the brand 

Pertamini. In addintion, the public perception in this case is that the presence of fuel retailers who use the 

brand Pertamini are able accommodate the fuel needs of society. Furthermore, the retailers using the brand 

Pertamini are required to comply with criminal provisions in the Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas. The 

surveillance in downstream business activities of Oil and Gas in the field of trade for the sale of fuel 

implemented by the retailers under the brad Pertamini cannot run optimally due to the lack of coordination 

beetwen BPH Migas and each owner of downstream business activities of Oil and Gas, which local 

government and gas stations. In addition, BPH Migas as the supervisor and the regulator of downstream 

business activities of Oil and Gas is only available in Jakarta. Therefore, this issue affects the control of 

fuel sales made by the retailers using the brand Pertamini that does not include all Indonesian territory.  

Keyword : The Enforcement Law, Oil and Gas, Fuel, Retailers 

Abstrak. Undang-Undang Nomonr 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai 

kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir di bidang niaga dapat dilaksanakan 

setelah mendapat izinusah dari pemerintah. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang penjualan 

BBM yang di lakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamini yang tidak mempunyai izin 

dari pemerintah namun tidak dilakukan proses hukum pidana. Adapun juga penelitian ini adalah untuk, 

Pertama, untuk membahas bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap penjualan BBM yang 

dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamini di Hubungkan dengan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kedua bagaimana praktek pengawasan perniagaan 

Minyak dan Gas Bumi dalam kegiatan usaha hilir terhadap pengecer yang menggunakan merk Pertamini. 

Peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan 

spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Tahap penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan 

meliputi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan peraturan-peraturan 

yang berhubungan dengan Minyak dan Gas Bumi dengan teknik pengumpulan data melalui Studi Pustaka 

(Library Research) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, 

penegakan hukum pidana terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan 

merk Pertamini belum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya karena, Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi belum mengatur mengenai pendistribusian BBM terhadap para 

pengecer BBM yang menggunakan merk Pertmini, juga adanya anggapan masyarakat dalam hal ini 

konsumen BBM bahwa dengan  hadirnya pengecer BBM yang menggunakan merk Pertamini 
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mengakomodir kebutuhan BBM dalam masyarakat, serta kurangnya kesadaran hukum dalam hal ini 

pengecer BBM yang menggunakan merk Pertamini untuk mentaati ketentuan pidana dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pengawasan dalam kegiatan usaha hilir 

Minyak dan Gas Bumi di bidang niaga dalam penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan 

menggunakan merk pertamini belum dapat berjalan secara optimal karena, belum adanya koordinasi yang 

dilakukan oleh BPH Migas terhadap setiap pelaku kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi yang dalam 

hal ini adalah pemerintahan daerah dan SPBU. Disamping itu, BPH Migas selaku pengawas dan pengatur 

kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi hanya terdapat di Jakarta. Sehingga hal ini berpengaruh 

terhadap pengawasan penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk 

Pertminiyang tidak mencakup seluruh rakyat Indonesia. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Minyak dan Gas Bumi, BBM, Pengecer  

A. Pendahuluan 

Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi 

tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin 

mineral atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan tetapi 

tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang 

diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas 

Bumi. Mengingat potensi Indonesia dari segi barang-barang tambangnya yang 

melebihi beberapa Negara lainnya, maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang 

ketat demi perlindungan atas pemanfaatan barang-barang tambang yang ada di 

Indonesia. Salah satu peraturan perundang-undangan yang memuat tentang sanksi 

pidana adalah peraturan peraturan perundang-undangan dibidang minyak dan gas bumi 

yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 2001. Salah satunya pada pasal 55 Undang-

Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang melarang penyalah 

gunaan dalam Pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang 

tentunya diikuti dengan sanksi pidana yaitu Pidana Penjara Paling lama 6 tahun dan 

denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000.00 bagi setiap orang yang melanggarnya. 

Pertamini adalah pom bensin kecil dengan kapsitas 300 liter. Pertamini juga 

seperti gerobak karena memiliki roda kecil dengan tabung pengukur dan moncong 

pengisi BBM yang sangat mirip SPBU umum lainnya. Penjualan BBM yang dilakukan 

oleh petamini ini tentu dilakukan secara ilegal.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut : a.Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap 

penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamini 

dihubungkan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi?, b. Bagaimana praktek pengawasan perniagaan minyak dan gas bumi dalam 

kegiatan usaha hilir terhadap pengecer yang menggunakan merk Pertamini dalam 

upaya Perlindungan Konsumen? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan 

sbb.: a.untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum pidana dalam undang-

undang no.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dalam menanggulangi 

tindakan penjualan BBM yang dialakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk 

Pertamini. b.untuk mengetahui dan memahami praktek pengawasanperniagaan minyak 

dan gas bumi dalam kegiatan usah hilir terhadap pengecer yang menggunakan merk 

pertamini. Serta memberikan informasi kepada masyarakat atas hukum yang berlaku 

dan mengatur kegiatan usaha perniagaan Minyak dan Gas Bumi, dan agar masyarakat 

tidak merasa dirugikan dan membeli kembali BBM di pengecer yang menggunakan 

merk Pertamini. 

B. Landasan Teori 

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa belanda yaitu 
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Strafbaar feit. Menurut pendapat Pompe, perkataan “Strafbaar feit” atau tindak 

pidana dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut; Suatu pelanggaran norma 

(gangguan terhadap tertib hukum) yang disengaja ataupun tidak dengan sengaja tealah 

dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut 

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.  

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, 

cita yang cukup abstrakyang menjadi tujuan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, 

secara konsepsional inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap 

dan mengejawantahkan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir 

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 

Pengawasan mempunyai peranan penting yang bertujuan untuk mendukung 

kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah. Menurut Sondang P. 

Siagian mendefinisikan pengertian pengawasan yaitu proses pengamatan dari pada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua yang tengah 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Prajudi Atmosudirjo, 

pengawasan adalah saran terbaik untuk mebuat segala sesuai berjalan dengan baik.  

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal 

yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan social (Social policy), 

kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam peradilan pidana (criminal justice 

system). Menurut Muladi, sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional 

ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan 

mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (crime containment system), dilain 

pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (secondary 

prevention) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan merekayang pernah 

melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui 

proses deteksi, pemidanaan, dan pelakasanaan pidana. 

Pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi diatur dalam 

pasal 41 sampai dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah atas pekerjaan dan pelaksana kegiatan Minyak dan Gas Bumi. Tanggung 

jawab kegiatan pelaksanaan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak 

dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan berada pada departemen yang bidang dan tugas wewenangnya meliputi 

kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen yang terkait. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi berintikan 

dan bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau 

niaga dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan 

transparan. Dengan demikian sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang 

Minyak dan Gas Bumi tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan pidana yang 

dilakukan, namun terlebih untuk mengarahkan agar tujuan kegiatan usaha dalam 

sektor minyak dan gas bumi dapat dilakukan seoptimal mungkin sehingga 

mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Dalam praktik, ternyata sudah ada sekitar 30 kasus kegiatan niaga yang 

dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamini tanpa izin yang telah 

dilaporkan oleh BPH Migas kepada polisi. Dalam melakukan kegiatan niaga, 

dibutuhkan beberapa persyaratan dan berbagai proses perizinan yang harus ditempuh. 
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Dari rangkaian proses tersebut salah satu syarat yang dibutuhkan adalah izin usaha 

badan niaga. Badan usaha mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan gas Bumi dengan 

melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih 

lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis 

yang telah ditetapkan. 

Namun, pengecer yang menggunakan merk pertamini tidak diproses secara 

hukum walaupun telah melanggar Undang-Undang hal ini tentunya berhubungan 

dengan polisi yang berperan sebagai penegak hukum. Penegakan hukum pidana harus 

dilakukan agar tercapainya tujuan Negara Indonesia sebagai Negara hukum. Menurut 

keterangan AKP Teguh sebagai Kanit Serse di Polsek Arcamanik, menyatakan bahwa 

hingga saat ini belum ada tindakan hukum yang dilakukan terhadap pengecer yang 

menggunakan merk pertamini tersebut. 

Seorang penegak hukum tentunya harus melakukan proses hukum ketika 

mengetahui adanya pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Namun polisi tidak 

dapat begitu saja melakukan proses penegakan hukum terhadap pengecer yang 

menggunakan merk Pertamini karena ada alasan yang mempermudah masyarakat dan 

mengakomodir kebutuhan BBM dalam masyarakat. 

Dalam hal ini juga polisi menjelaskan bahwa belum tentu dengan dilakukannya 

proses hukum terhadap pengecer yang menggunakan merk pertamini dapat menjamin 

teratasinya kasus penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer. Sehingga, mayoritas 

tindakan yang dilakukan oleh polisi hanyalah melakukan teguran secara lisan dan 

pembinaan. 

Para konsumen yang membeli BBM di pertamina pun mangakui lebih memilih 

untuk mengisi di pertamini daripada di SPBU karena jarak Pertamini ini lebih dekat 

jika dibandingkan dengan jarak ke SPBU. Para konsumen pun mengakui lebih praktis 

mengisi di Pertamini karena tidak perlu mengantri. Para konsumen juga mengakui 

tidak takut akan adanya indikasi BBM campuran maupun palsu dikarenakan setelah 

pemakaian berbulan-bulan BBM dari Pengecer Pertamini tidak menimbulkan dampak 

negatif kepada kendaraan yang di pakainya, oleh karena itu menyatakan bahwa BBM 

yang dijual di Pertamini bukan BBM campuran ataupun palsu. 

Kementrian ESDM yang dalam hal ini terkait dengan pembuatan regulasi 

dibidang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa lebih tepat para pengecer yang 

menggunakan merk Pertamini disebut dengan penyalur pembantu. Kementrian ESDM 

pun telah mencanangkan untuk membuat regulasi di bidang Minyak dan Gas Bumi 

terkait dengan penyalur pembantu ini. Pada saat ini memang regulasi mengenai 

Minyak dan Gas Bumi sudah ada baik pada bagian hulu maupun pada bagian hilir, 

namun aturan tersebut belum mengatur mengenai penyalur pembantu atau yang biasa 

disebut dengan pengecer”, Ujar Andi Susandi selaku Pengusaha Pertamina saat rapat 

bersama Menteri ESDM di Jakarta. 

Kinerja BPH Migas dalam mengawasi penjualan BBM yang dilakukan oleh 

pengecer  dengan menggunakan merk pertamini tersebut secara nyata akan 

menunjukan kemampuan BPH Migas dalam mengawasi badan usaha yang tidak 

mempunyai izin dari pemerintah dengan mengerahkan semua sumber daya yang 

dimiliki. 

Pengawasan yang dilakukan BPH Migas seharusnya dapat dilakukan sebaik-

baiknya dan semaksimal mungkin untuk menghentikan atau meniadakan penjualan 

BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamini, sehingga 

dapat mencegah kembalinya para pengecer yang menggunakan merk pertamini. BPH 
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Migas pun seharusnya ikut merangkul masyarakat yang turut serta dalah kegiatan 

usaha Minyak dan Gas Bumi seperti himpunan wiraswasta Minyak dan Gas Bumi 

(HISWANA MIGAS) untuk turut melakukan kegiatan pengawasan terhadap penjualan 

BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamini. 

Dalam hal ini, SPBU juga turut serta melakukan pengawasan terhadap 

penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk pertamini 

karena tidak lain, BBM yang dijual kembali oleh para pelaku didapatkan dari SPBU. 

Tentu SPBU harus lebih memperketat pengawasan terhadap para konsumennya dan 

memberikan pelatihan terhadap para pegawainya untuk dapat mengetahui takaran 

BBM yang dapat ditampung dalam sebuah kendaraan. 

BPH Migas pun harus mampu melakukan pengawasan terpadu yaitu dengan 

melakukan pengawasan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan tentunya 

berkoordinasi dengan SPBU sehingga akan terjalinnya pengawasan yang baik dan 

efektif dalam rangka penanggulangan penjualan BBM yan dilakukan oleh pengecer 

dengan menggunakan merk pertamini. BPH Migas, Pemerintah daerah, dan SPBU 

harus melakukan komunikasi, sehingga, setiap aspek pengawasan baik dari BPH 

Migas, Pemerintah daerah, dan SPBU dapat mengetahui dan melakukan tugasnya 

dengan sebaik-baiknya. 

Dalam hal sektor Minyak dan Gas Bumi, khusunya permasalahan penjualan 

BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk pertamini, 

pengawasan terhadap proses pendistribusian dan niaga BBM tentu saja menjadi hal 

yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Bahkan pengawasan adalah langkah awal 

yang harus ditingkatkan agar tidak terjadi pelanggaran yang dalam hal ini adalah 

penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamini. 

Pengawasan tentunya merupakan tanggung jawab pemerintah yang dalam hal ini 

adalah pihak pemberi izin. Namun tentu saja dalam melakukan pengawasan 

pemerintah juga membutuhkan kerjasama dari pihak-pihak lain yang berkaitan dalam 

hal kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal pengawasan SPBU, 

dibutuhkan kerjasama dari pihak pertamina, sebagai pihak yang melakukan suplai 

BBM. 

Ir. Andi Susandi M. Si. Mengatakan bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh 

BPH Migas tentunya tidak berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan, terhadap 

kendala yang dialami oleh BPH Migas dalam melakukan pengawasan terhadap 

penjualan BBM yang dilakukan pengecer dengan menggunakan merk Pertamini. 

Kendala tersebut adalah, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh 

BPH Migas sangat terbatas dimana hanya berjumlah 26 orang. Dengan jumlah PPNS 

tersebut, BPH Migas harus Mengawasi 500 Kabupaten/Kota. 

Jumlah PPNS BPH Migas yang sangat sedikit ini tentu akan mempengaruhi 

dalam proses pengawasan terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer 

dengan menggunakan merk Pertamini. Dalam koordinasi yang dilakukan oleh BPH 

Migas dengan Pihak Kepolisian tentu akan terganggu dengan jumlah yang sangat 

sedikit untuk seluruh wilayah Indonesia. Melihat jumlah PPNS BPH Migas tersebut 

terlihat bahwa dalam proses pengawasan masih kurangnya tenaga ahli manusia. 

Kekurangan tenaga ahli manusia tentua akan berpengaruh dalam proses pengawasan 

itu sendiri. 

Dengan demikian BPH Migas lebih memprioritaskan kinerjanya terhadap 

pengawasan kuota volume yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan terhadap 

penimbunan BBM. Hal ini menjadi tidak terjangkaunya pengawasan terhadap 

penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertmini. 
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Sehingga pengawasan terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan 

menggunakan merk Pertamini masih belum baik dan belum tercapainya tujuan 

pengawasan. Sehingga, pemerintah seharusnya melakukan perluasan terhadap BPH 

Migas dengan cara membentuk BPH Migas di Kota-kota lain dan tentunya menambah 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sehingga pengawasan yang sebelumnya tidak 

menjangkau kota-kota kecil dapat terjangkau dan dapat menangani pengawasan yang 

lebih ketat terhadap kegiatan usaha niaga di bidang Minyak dan Gas Bumi khususnya 

penjualan BBM yang dilakukan oleh Pengecer dengan menggunakan merk Pertamini. 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penegakan hukum pidana terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh 

pengecer dengan menggunakan merk Pertamini belum dapat berjalan 

sebagaimana mestinya karena, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang 

Minyak dan Gas Bumi belum mengatur mengenai pendistribusian BBM 

terhadap para pengecer yang menggunakan merk Pertamini, juga adanya 

anggapan masyarakat dalam hal ini konsumen BBM bahwa dengan hadirnya 

para pengecer BBM yang menggunakan merk Pertamini mengakomodir 

kebutuhan BBM pada masyarakat, serta kurangnya kesadaran hukum dalam hal 

ini konsumen pengecer BBM dengan menggunakan merk Pertamini untuk 

mentaati ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 

Tentang Minyak dan Gas Bumi. 

2. Pengawasan dalam kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi di bidang niaga 

terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan 

merk Pertamini belum dapat berjalan secara optimal karena, belum adanya 

koordinasi yang dilakukan oleh BPH Migas terhadap setiap pelaku kegiatan 

usaha hilir Minyak dan Gas Bumi yang dalam hal ini adalah pemerintahan 

daerah dan SPBU. Disamping itu, BPH Migas selaku pengawas dan pengatur 

kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi pun hanya terdapat di Jakarta. 

Sehingga hal ini berpengaruh terhadap pengawasan penjualan BBM yang 

dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamini yang tidak 

mencakup seluruh wilayah Indonesia. Serta dikarenakannya faktor pendidikan 

yang sangat rendah masyarakat Indonesia banyak yang belum mengetahui 

tentang hukum yang mengatur perniagaan Minyak dan Gas Bumi seharusnya 

diselenggarakan dengan prosedur dan aturan yang berlaku.  

E. Saran 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dari 

itu peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Pemerintah sebaiknya membuat Peraturan Pemerintah mengenai legalisasi 

terhadap penjualan BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan 

merk Pertamini. Sehingga, para pengecer yang menggunakan merk Pertamini 

dapat dapat menjadi pelaku usaha yang legal dan melakukan persaingan usaha 

yang sehat dan wajar. 

2. Pemerintah sebaikanya membentuk BPH Migas di setiap wilayah di Indonesia 

sehingga pengawasan di setiap wilayah Indonesia dapat berjalan secara optimal. 

Disamping itu, BPH Migas sebaiknya membuat nota kesepahaman dengan 

pemerintah daerah dan SPBU untuk melakukan pengawasan terpadu mengenai 

kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi di bidang niaga terhadap penjualan 
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BBM yang dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan merk Pertamini yang 

nantinya akan dapat menghasilkan Satuan Tugas yang terdiri dari pihak BPH 

Migas. Kepolisian, dan TNI. 
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